PERATURAN PENGUASA PERANG TERTI NGA
REPUBLI K | NDONESI A
NOMCR 9 TAHUN 1960
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN- PERATURAN TI NDAKAN- TI NDAKAN PENGUASA
PERANG TERTI NGE MENGENAI PENGURUSAN CRANG ASI NG

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A SELAKU PENGUASA PERANG TERTI NGG

Meni nbang :

bahwa ber hubung dengan perkenbangan keadaan, berdasarkan Keputusan
Presiden No. 184 tahun 1960, Menteri Keamanan Nasional telah dan
akan nengel uarkan ketentuan tentang beberapa hal nengenai
pengurusan orang asing, sehingga untuk keseragaman dal am penent uan
kebi j aksanaan dan dal am pel aksanaan perlu Perat uran Penguasa Perang
Pusat dahul u yang nmengenai pengurusan orang asi ng di cabut dan perlu
senua ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan Menteri Keanmanan
Nasi onal tersebut diatas dibatal kan;

Mengi ngat :

1. Keput usan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959 dan
No. 3 tahun 1960,

2. Pasal 10 ayat (2) dan 33 berhubungan dengan pasal 23 dan 36
pasal 7 ayat (5), pasal 6l1la Peraturan Penerintah Pengganti
Undang- undang No. 23 tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959
No. 139 - Tanbahan Lenbaran Negara No. 1908) tentang Keadaan
Bahaya berhubungan dengan Peraturan Penerintah Pengganti
Undang- undang No. 22 tahun 1960 (Lenbaran-Negara tahun 1960
No. 66 Tanbahan Lenbaran- Negara No. 1997);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 184 tahun 1960
tentang Penunjukan Menteri yang nenyel enggarakan urusan
ber adanya orang asing di |ndonesi a;

Mendengar: Menteri Keamanan Nasional ;
Menut uskan

Menet apkan : Peraturan tentang pencabutan peraturan-peraturan/
ti ndakan-ti ndakan Penguasa  Perang Pusat yang
nengenai pengurusan orang asi ng.

Pasal 1.

Mencabut per at ur an- per at uran/ ti ndakan-ti ndakan Pengurus Perang
Pusat :

A Kepal a Staf Angkatan Darat;
1. No. Prt/Peperpu/08/1958 tanggal 11 April 1958 tentang
Pel aksanaan Koor di nasi Pengawasan orang asing yang
berada di | ndonesi a,
2. No. Instr/Peperpu/021/1958 tanggal 14 April 1958 tentang
Per nohonan Exit dan Reentry-permt bagi orang- orang
war ga negar a Bel anda;



3. No. Prt/Peperpu/039,1959 tanggal 4 Mi 1959 tentang
Pengawasan terhadap tenpat tinggal dan perjal anan orang
asi ng;

4. No. Kpts/ Peperpu/ 0256/ 1958 tanggal 6 Mei 1958 tentang
Penerti ban pel aksanaan soal -soal imgratoir;

5. No. Instr/Peperpu/0105/1959 tanggal 31 Cktober 1959
tentang Pel aksanaan pengawasan perjal anan kel uar negeri
bagi orang/ penduduk dari w | ayah Republik | ndonesi a;

6. No. Intr/Peperpu/089/1959 tanggal 25 Juli 1959 tentang
Kebi j aksanaan di bi dang Kepegawai an/ per bur uhan dari
per usahaan negar a nmengenai pegawai / bur uh yang
ber kewar ganegar aan asi ng;

B. Kepal a Staf Angkatan Laut:

No. Z 1/1/18 tanggal 26 Pebruari 1959 tentang Pel aksanaan
Koor di nasi Pengawasan orang asing; beserta senua ketentuan
pel aksanaannya.

Pasal 2.

Keadaan yang tel ah ada di daerah-daerah yang berl angsung dal am
keadaan darurat sipil, keadaan darurat mliter dan keadaan perang
pada bidang penyel enggaraan urusan beradanya orang asing di
I ndonesi a ber dasar kan per at ur an- per at ur an/ ti ndakan-ti ndakan
Penguasa Perang Pusat yang di maksudkan dal am pasal 1 Peraturan ini
tetap diakui dan berlaku, selama dan sekedar tidak bertentangan
dengan Peraturan ini atau selama dan sekedar tidak ditentukan lain
ol eh Menteri Keamanan Nasi onal

Pasal 3.

Ket ent uan- ket entuan nengenai  kebi j aksanaan terhadap orang
asi ng dari penguasa keadaan bahaya di daerah, ialah Penguasa Dar ur at
Sipil Daerah, Penguasa Darurat Mliter Daerah dan Penguasa Perang
Daer ah, tidak boleh dikeluarkan dan diunmunkan, jika tidak
nmenper ol eh persetujuan | ebi h dahulu dari Menteri Keamanan Nasi onal,
kecuali karena keadaan yang nenbahayakan kesel amatan Negara yang
sangat nendesak pada suatu saat seperti yang di maksudkan dal am
pasal 44 Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun
1959 (Lenbaran-Negara 1959 No. 139 - Tanbahan Lenbaran Negara No
1908) tentang Keadaan Bahaya, terutama dalam hal hubungan dengan
Pereri ntah Pusat ter putus.

Pasal 4.

Peraturan ini nmulai berlaku pada hari di undangkan.



Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penenpatan dal am Lenbaran- Negara
Republ i kK | ndonesi a.

Dt etapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Oktober 1960.

Pej abat Presiden/Panglima Tertinggi
Angkat an Perang Republik I ndonesi a
sel aku Penguasa Perang Tertinggi,

DJ UANDA.

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 1960.
Pej abat Sekretaris Negara,

SANTGSO.

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DI CETAK ULANG
Sunber : LN 1960/ 115



